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KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT. PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM

Sebagai bentuk komitmen PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam dalam
penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good
Corporate Governance) adalah dengan memastikan adanya hubungan kerja
yang efektif antara Direksi dan Dewan Komisaris yang diatur dalam Board
Manual.

Board Manual merupakan penjelasan tata laksana kerja antara Direksi dan
Dewan Komisaris agar tercipta pengelolaan perusahaan secara professional,
transparan, efektif dan efisien untuk mencapai Visidan Misi perusahaan.

Kami, Direksi dan Dewan Komisaris bright PLN Batam sepakat dan
mengesahkan Board Manual ini sebagai pedoman dalam berhubungan kerja
sehingga tercipta sinergi dan kerjasama yang baik sesuai prinsip-prinsip Good
Corporate Governance serta menjunjung tinggi integritas dan kejujuran
dalam menjalankan kegiatan usaha Perusahaan.
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DAFTAR ISTILAH

Istilah-istilah yang digunakan dalam Board Manual Direksi dan Dewan Komisaris ini, kecuali
disebutkan lain, mengandung pengertian sebagai berikut:

1.
2.

10.

1.

12.

13.

14.

Perseroan/Perusahaan adalah PT Pelayanan Listrik Nasional Batam/bright PLN Batam

Organ Perseroan, adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT
Pelayanan Listrik Nasional Batam.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), adalah Organ Perseroan yang memegang
kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang kekuasaan segala wewenang yang
tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-Undang No.
40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Dewan Komisaris, adalah Organ Perseroan yang terdiri dari beberapa Dewan Komisaris,
dengan dikoordinasikan oleh seorang Komisaris Utama yang bertanggung jawab atas
pengawasan pengelolaan Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.

Anggota Dewan Komisaris, adalah Anggota dari Dewan Komisaris (termasuk Komisaris
Utama) yang merujuk kepada individu.

Komisaris Utama, adalah nomenklatur jabatan yang diberikan kepada salah seorang
Anggota Dewan Komisaris yang merupakan koordinator dari Dewan Komisaris.

Komisaris Independen, adalah Anggota Dewan Komisaris yang memenuhi persyaratan
independensi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Dewan Komisaris, adalah satuan fungsi struktural di bawah Dewan Komisaris
yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan
tugasnya.

Direksi, adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan yang terdiri dari seorang Direktur Utama dengan
beberapa Direktur sebagai anggota, dalam batasan yang ditentukan oleh Undang- Undang
Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.

Anggota Direksi, adalah Anggota dari Direksi (termasuk Direktur Utama) yang merujuk
kepada individu.

Direktur Utama, adalah nomenklatur jabatan yang diberikan kepada salah seorang Anggota
Direksi yang merupakan koordinator dari Direksi

Sekretaris Perusahaan, adalah satuan fungsi struktural dalam organisasi Perseroan yang
bertugas untuk memberikan dukungan kepada Direksi dalam melaksanakan tugasnya.

Hubungan Kerja Formal, adalah hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris
yang dapat dilakukan melalui sarana/mekanisme korespondensi baku maupun Rapat
Pengawasan dan Rapat Konsultasi.

Hubungan Kerja Informal, adalah hubungan antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan
Komisaris, atau antara Anggota Direksi dengan Komite Komisaris, Sekretaris Dewan
Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, atau antara Anggota Dewan Komisaris
dengan Pejabat Perseroan, atau antara Pejabat Perseroan dengan Komite Komisaris,



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Sekretaris Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris.

Persetujuan Tertulis, adalah keputusan Dewan Komisaris berupa persetujuan atas
permintaan tertulis Direksi, terkait batas kewenangan Direksi yang memerlukan persetujuan
Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar dan disampaikan secara tertulis.

Rapat Konsultasi, adalah rapat Direksi yang dihadiri oleh Dewan Komisaris.
Rapat Pengawasan, adalah rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi.

Audit Internal, adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (assurance) dan konsultasi yang
bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah dan
meningkatkan kegiatan operasi Perusahaan, membantu Perusahaan untuk mencapai
tujuannya, melalui suatu pendekatan sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan
meningkatkan efektivitas dan pengelolaan risiko, pengendalian, proses tata kelola dan
implementasi etika bisnis.

Audit Eksternal, adalah auditor dari luar Perseroan yang memberikan jasa audit atas Laporan
Keuangan, Laporan Kinerja, Laporan Kepatuhan serta laporan lain sesuai ketentuan yang
berlaku kepada Perseroan.

Organ Pendukung Dewan Komisaris, adalah Organ yang dibentuk oleh Dewan Komisaris
untuk membantu tugas Dewan Komisaris yang terdiri dari Sekretariat Dewan Komisaris dan
Komite Dewan Komisaris.

Komite Audit, adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu
pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam memastikan sistem pengendalian
internal Perseroan telah berfungsi secara efisien dan efektif serta memberikan pendapat
profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terkait dengan laporan dan informasi
operasional dan keuangan yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan para
pemangku kepentingan lainnya. Selain tugas tersebut, Komite Audit juga membantu Dewan
Komisaris menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi serta sistem penggajian dan
pemberian tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris,
Anggota Komite serta pejabat satu level di bawah Direksi.

Komite Nominasi dan Remunerasi, adalah bertugas membantu tugas Dewan Komisaris
dalam melakukan pembinaan dan pengawasan berkenaan dengan permasalahan remunerasi
dan nominasi di Perusahaan

Komite Manajemen Risiko, adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk
membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam memastikan
terselenggaranya manajemen risiko secara efisien dan efektif termasuk membantu
pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan praktek-praktek Good Corporate Governance di Perseroan.

Laporan Kinerja, adalah laporan singkat yang memuat kinerja operasi dan keuangan
Perseroan.

Laporan Manajemen, adalah laporan yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan
Anggaran Perseroan.

Laporan Tahunan atau Annual Report, adalah laporan mengenai kegiatan Perseroan
tahunan yang disusun dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk dipublikasikan
dengan ketentuan isi sesuai peraturan perundang-undangan.
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21.

28.

29.

30.

31

32.

33.

34.
35.

36.

Daftar Khusus, adalah daftar yang berisikan kepemilikan saham Dewan Komisaris-Direksi
dan keluarganya, baik di bright PLN Batam maupun di Anak Perusahaan dan Afiliasi yang
akan menimbulkan benturan kepentingan.

Aset Tetap, adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai, baik melalui
pembelian atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan usaha Perseroan
serta tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal Perseroan dan
mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Benturan Kepentingan, adalah perbedaan kepentingan antara kepentingan ekonomis
Perusahaan dengan kepentingan ekonomis individu Komisaris atau Direksi

Anak Perusahaan, adalah badan usaha dimana kepemilikan saham bright PLN Batam lebih
besar dari 50%.

Perusahaan Afiliasi, adalah badan usaha dimana kepemilikan saham bright PLN Batam tidak
lebih besar dari 50% (tidak mayoritas).

RUPS Anak Perusahaan, adalah organ Anak Perusahaan yang memegang kekuasaan
tertinggi pada Anak Perusahaan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan
kepada Direksi Anak Perusahaan atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan.

Good Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh RUPS,
Dewan Komisaris dan Direksi untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas
Perseroan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap
memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-
undangan dan nilai-nilai etika.

Hari, pengertian hari yang dimaksud dalam dokumen ini adalah hari kalender.

Strategis, adalah suatu hal, kondisi atau keadaan yang dapat mempengaruhi nilai Perseroan
dan/atau mempengaruhi investor untuk melakukan investasi pada Perseroan.

Stakeholders, adalah Pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan.
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BAB | PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Board Manual adalah petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang
menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat
dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi
dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan.

Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran
Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-
praktik terbaik (best practices) Good Corporate Governance.

Board Manual ini dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan kerja Dewan Komisaris dengan
Direksi dalam melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional,
transparan dan efisien. Board Manual diharapkan akan menjamin:

1. Semakin jelasnya tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi maupun
hubungan kerja di antara kedua Organ Perseroan tersebut

2. Semakin mudahnya bagi Organ Dewan Komisaris dan Organ Direksi untuk memahami
tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi maupun hubungan tugas antara
organ-organ tersebut.

Prakarsa pembuatan Board Manual merupakan salah satu bentuk komitmen dari Dewan
Komisaris dan Direksi dalam rangka mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance, sekaligus sebagai upaya penjabaran lebih lanjut hal-hal yang telah diamanahkan
oleh pedoman Good Corporate Governance. Lebih lanjut, diharapkan dengan adanya Board
Manual ini, akan tercipta suatu pola hubungan kerja yang baku dan saling menghormati yang
dituangkan dalam piagam-piagam kerja organ Dewan Komisaris, maupun dalam kebijakan -
kebijakan Direksi bagi organ Direksi.

Board Manual sendiri bersifat dinamis dan selalu berkembang sesuai kebutuhan Perseroan.
Penyempurnaannya sangat tergantung kepada kebutuhan Dewan Komisaris dan Direksi
sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dan dihadapi oleh Perseroan. Ketentuan-ketentuan
yang berlaku dalam Board Manual ini harus selalu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS sebagai ketentuan yang lebih tinggi dari
Board Manual. Apabila terdapat ketentuan dalam Board Manual yang bertentangan dengan
ketentuan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah ketentuan yang lebih tinggi.



B. Prinsip-prinsip Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan salah satu hal
yang sangat penting agar masing-masing organ tersebut dapat bekerja sesuai fungsinya
masing- masing dengan efektif dan efisien. Prinsip-prinsip dalam menjaga hubungan kerja

yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut:

1.

Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peran Direksi dalam mengurus Perseroan
sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran
Dasar Perseroan;

Direksi menghormati fungsi dan peran Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan
dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan;

Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan
yang bersifat formal, yaitu senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau
korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk hal-hal yang bersifat formal
maka korespondensi dapat dilakukan dengan surat dinas resmi yang ditanda tangani
oleh Direktur Utama atau Pejabat Harian Direktur Utama dan disampaikan melalui pos
tercatat, atau faksimile, atau email;

Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat saja dilakukan oleh masing-masing
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan
formal sebelum melalui mekanisme atau koresdpondensi yang dapat
dipertanggungjawabkan;

Dewan Komisaris dan Direksi menyepakati hubungan kerja antara organ-organ di bawah
Dewan Komisaris dan organ-organ di bawah Direksi.

Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam
kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan Perseroan dan berhak memeriksa
semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan
uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah
dijalankan oleh Direksi;

Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi Perseroan secara tepat waktu dan
lengkap;

Direksi dan setiap Anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal
yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;

Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi mengenai Perseroan
diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap dan bertanggung
jawab untuk menyampaikan laporan-laporan yang diperlukan oleh Dewan Komisaris
secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



10. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan
kelembagaan serta bersifat check and balance.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum dan hierarkhi penyusunan Board Manual adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN

7. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN

8. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 36 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Permohonan lIzin Pemanfaatan Jaringan Tegangan Listrik untuk Kepentingan
Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika

10. Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-101/MBU/2002 tentang Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan BUMN

11. Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-102/MBU/2002 tentang Rencana Kerja
Jangka Panjang Perusahaan BUMN

12. Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 tentang Pembentukan
Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara

13. Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-09A/MBU/2005 tentang Penilaian Kelayakan
dan Kepatutan Calon Anggota Direksi BUMN

14. Peraturan Walikota Batam Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tatacara Permohonan Izin
Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi,
Multimedia dan Informatika

15. Anggaran Dasar PT Pelayanan Listrik Nasional Batam beserta perubahannya.

16. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT PLN Batam

oV A wWwN =

D. Sumber Referensi
1. Pedoman GCG PT PLN (Persero)



BAB Il DIREKSI

A. Fungsi Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab menjalankan segala tindakan

yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk Kepentingan Perseroan dan sesuai
maksud dan tujuan Perseroan. Direksi juga mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar

pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian sesuai peraturan perundangan, Anggaran
Dasar dan atau Keputusan RUPS.

B. Tugas dan Kewajiban Direksi

1. Prinsip Dasar dalam Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Direksi

Prinsip dasar dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Direksi adalah sebagai berikut:

a.

Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan dan
pencapaian tujuan Perseroan;

Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
serta mengedepankan efisiensi, efektivitas Perseroan;

Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan;

. Mempertimbangkan risiko usaha dalam setiap pengambilan keputusan.

2. Kebijakan Umum dalam Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Direksi Direksi dalam
melaksanakan tugas dan kewajiban harus selalu:

a.

o
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Menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk
kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengikuti peraturan perundang- undangan
yang berlaku;

Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan
segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat umum
Pemegang Saham’,

Menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten;

Mematuhi peraturan internal Perseroan;

Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
Bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan Perseroan;

Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan
Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;

Memperhatikan masukan-masukan yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
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Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun
pemilikan kekayaan Perseroan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dengan
pembatasan tertentu;

Menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan
mengenai kepemilikan saham Direksi dan Komisaris berserta keluarganya dalam
Perseroan dan/atau pada Perusahaan lain serta tanggal saham itu diperoleh;

Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian
Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk
kepentingan dan usaha Perseroan’, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan
dapat membuktikan bahwa:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk
kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung atas tindakan pengurusan
yang mengakibatkan kerugian; dan

4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian
tersebut’.

3. Tugas dan Kewajiban Direksi terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham:

a.

Direksi wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan
dokumen-dokumen terkait dengan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Memberikan informasi material secara accurate, reliable, timely, consistent dan
useful yang memungkinkan bagi Pemegang Saham untuk membuat keputusan;

Menyediakan bahan RUPS dan disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan;

Memberikan laporan berkala kepada Pemegang Saham menurut cara dan waktu
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan
jalannya Perseroan, terutama laporan keuangan baik dalam bentuk laporan tahunan
maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang
ditentukan dalam Anggaran Dasar;

Menandatangani Laporan Tahunan, dalam hal terdapat Direktur yang tidak
menandatangani Laporan Tahunan, maka yang bersangkutan harus menyebutkan
alasannya dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan. Dalam hal
terdapat Direktur yang tidak menandatangani Laporan Tahunan dan tidak
memberikan alasan secara tertulis, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui isi
laporan tahunan tersebut;

Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa;

Membuat dan memelihara Risalah RUPS.
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4. Tugas dan Kewajiban Direksi terkait dengan Anak Perusahaan:

Menetapkan Prosedur Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak
Perusahaan, sebagai berikut:

a. Direksi membentuk Tim Evaluasi Calon Direksi dan Calon Komisaris Anak Perusahaan
yang diketuai oleh Anggota Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia;

b. Anggota Tim Evaluasi tidak diperkanankan untuk dicalonkan sebagai Calon Direksi
dan Calon Komisaris;

c. Tim Evaluasi menunjuk tenaga ahli atau Lembaga Profesional untuk melakukan
penilaian (jika diperlukan);

d. Tim Evaluasi melakukan penjaringan dan penilaian terhadap Calon Direksi dan Calon
Komisaris;

e. Tim Evaluasi menetapkan hasil evaluasi akhir penilaian untuk disampaikan kepada
Direksi guna mendapatkan penetapan;

f. Dalam hal penilaian dilakukan oleh ahli atau lembaga profesional yang ditunjuk, Tim
Evaluasi mengevaluasi berdasarkan hasil penilaian oleh ahli atau lembaga profesional,

g. Tim Evaluasi menyiapkan hasil evaluasi akhir yang telah ditetapkan oleh Direksi guna
disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris®;

5. Tugas dan Kewajiban Direksi terkait dengan Strategi dan Rencana Kerja

a. Menyiapkan visi, misi, tujuan, strategi dan budaya Perusahaan, termasuk logo
Perseroan.

b. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai
dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.

c. Menyiapkan rencana pengembangan Perseroan tepat pada waktunya.

d. Mengupayakan tercapainya sasaran sasaran jangka panjang yang tercantum dalam
RJPP.

e. Menyampaikan Rencana Kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan
kepada Dewan Komisaris.

f. Mengupayakan tercapainya target-target jangka pendek yang tercantum dalam
RKAP.

6. Tugas dan Kewajiban Direksi terkait dengan Manajemen Risiko

a. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif
di tingkat korporat termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara
keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Perseroan.
Penyusunan kebijakan dan strategi manajemen risiko dilakukan sekurang-kurangnya
satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat
perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara
signifikan.

b. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara
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lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang
pentingnya pengendalian intern yang efektif.

c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko
yang diambil oleh Perseroan secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan
memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang
disampaikan oleh pejabat Risk Management yang ditunjuk.

d. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat satu
level di bawah Direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan sesuai dengan
kebijakan dan prosedur intern yang berlaku.

e. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan
penerapan manajemen risiko, antara lain dengan cara program pendidikan dan latihan
secara berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan sistem dan proses
manajemen risiko.

f. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen
yang dicerminkan antara lain adanya hubungan antara unit Manajemen Risiko yang
melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan
Satuan Kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.

g. Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi sesuai dengan kebutuhan
Perusahaan untuk memastikan:

1) Keakuratan metodologi manajemen risiko;
2) Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko;

3) Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

. Tugas dan Kewajiban Direksi terkait dengan Manajemen Risiko

Direksi Perseroan dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima baik
langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada dan/atau dari pejabat
pemerintah dan pihak-pihak lain yang mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa
yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang - undangan
yang berlaku

. Tugas dan Kewajiban Direksi terkait dengan Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern yang efektif merupakan komponen penting dalam
manajemen dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Perusahaan. Sistem
Pengendalian Intern harus dapat memastikan seluruh aktivitas bisnis mematuhi
peraturan perundang-undangan, pedoman Good Corporate Governance maupun
kebijakan Perseroan. Sistem Pengendalian Intern yang efektif dapat mengamankan
investasi dan aset Perusahaan, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan
manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko
terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Sistem Pengendalian Intern harus dapat mendayagunakan informasi-informasi yang
meliputi:

a. Laporan Manajemen;



b. Laporan auditor internal;

c. Opini dan Laporan auditor eksternal;

d. Laporan dan pendapat aktuaris mengenai tingkat risiko dan premi;
e. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pengendalian Intern terdiri dari 5 (lima) elemen utama yang satu sama lain saling
berkaitan, yaitu sebagai berikut:

a. Pengawasan oleh Manajemen dan Lingkungan Pengendalian;

b. Identifikasi dan Penilaian Risiko;

c. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi;

d. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi;

e. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/ Kelemahan.

Terkait dengan kerangka pengendalian umum yang terdapat dalam Standar Pelaksanaan
Fungsi Audit Internal, Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan suatu Sistem
Pengendalian Intern yang efektif yang mencakup:

a. Lingkungan pengendalian internal dalam Perseroan yang disiplin dan terstruktur yang
terdiri dari:

1) Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;
2) Filosofi dan gaya manajemen;

3) Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan
tanggung jawabnya;

4) Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia;
5) Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.

b. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi,
menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha yang relevan;

c. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses
pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam
struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi,
verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan
terhadap aset Perseroan;

d. Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai
kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang
berlaku pada Perseroan;

e. Monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas Sistem Pengendalian Internal
termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi
Perseroan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal, dengan ketentuan bahwa
penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan
kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

9. Tugas dan Kewajiban Direksi terkait dengan Keterbukaan dan Kerahasian Informasi

a. Direksi wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan
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10.

a.

1.

Laporan Keuangan kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Informasi yang disampaikan berupa:

1) Informasi/data non publik yaitu informasi/data yang diberikan atau
disampaikan untuk keperluan intern Perseroan baik yang bersifat reguler
maupun insidentil;

2) Informasi/data publik yaitu informasi/data yang diberikan atau disampaikan
sebagai laporan kepada Pemegang Saham dalam rangka memenuhi kewajiban
rutin maupun yang bersifat keterbukaan informasi (insidentil).

Direksi harus mengungkapkan pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance
yang telah dilaksanakan dalam laporan tahunan.

Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Direktur Perseroan,
termasuk rahasia Perseroan harus tetap dijaga sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Dalam hal menjaga kerahasiaan informasi Perseroan, Direksi dituntut untuk
mengutamakan kepentingan Perseroan daripada kepentingan individu atau
kelompok.

Tugas dan Kewajiban Direksi terkait dengan Hubungan Perseroan dan Stakeholders

Memastikan terjaminnya hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan peraturan
perundang- undangan yang berlaku dan atau perjanjian yang dibuat oleh Perseroan
dengan Karyawan, Rekanan, Mitra Kerja, Pemasok, Pelanggan dan stakeholders
lainnya.

Memastikan Perseroan melakukan tanggung jawab sosial (Corporate Social
Responsilibility) secara konsisten dan berkesinambungan.

Memastikan Perseroan memperhatikan kepentingan stakeholders.

. Memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya
memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan
pelestarian lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja.

. Dalam mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan,

menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya untuk
Karyawan, Perseroan tidak melakukan diskriminasi karena latar belakang etnik
seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang atau
keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan
(pelecehan/harrasment).

Tugas dan Kewajiban Direksi terkait dengan Teknologi Informasi
Menetapkan tata kelola informasi yang efektif

Menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik
kepada Dewan Komisaris

Menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola informasi di Perusahaan.



12.

Tugas dan Kewajiban Direksi terkait dengan Sistem Akuntansi dan Keuangan

a. Menyusun Sistem Akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip Standar Akuntansi

Keuangan yang berlaku.

b. Memastikan keandalan data yang mencakup kelengkapan, akurasi, klasifikasi dan

otorisasi yang memadai sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tepat waktu,
tepat guna dan bebas dari salah saji material.

c. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan untuk

menghasilkan penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan keuangan yang tertib,
kecukupan modal kerja dengan biaya modal yang efisien, struktur neraca yang baik
dan kokoh.

13. Tugas dan Kewajiban Lainnya

Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang
diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

C. Hak Direksi
1. Memperoleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Menerima insentif dan tantiem apabila Perseroan mencapai tingkat keuntungan
sebagai imbalan atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS;
3. Menerima gaji berikut tunjangannya, sarana dan fasilitas Perseroan serta santunan

purna jabatan sesuai dengan hasil penetapan RUPS yang penyediaannya disesuaikan
dengan kondisi keuangan Perseroan, asas kepatutan dan kewajaran serta tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjabaran
tentang sarana dan fasilitas Perseroaan dituangkan lebih lanjut dalam keputusan
RUPS;

D. Wewenang Direksi

1.
2.

Menetapkan kebijakan pengurusan Perseroan;

Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di
luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus
ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perseroan baik
sendiri- sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain;

Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan
gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perseroan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham;

Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perseroan berdasarkan peraturan
kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Memberi penghargaan dan sanksi karyawan Perseroan berdasarkan peraturan
kepegawaian Perseroan;

Memastikan sumber daya manusia Perseroan memiliki kompetensi dan kemampuan
yang andal sesuai bidang tugasnya;
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7. Mempergunakan saran profesional;

8. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi Perseroan;

9. Mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan;

10. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lain nya mengenai pengurusan maupun

pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak
lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan
tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham’.

E. Pembatasan Kewenangan Direksi dan Prosedur Pelaksanaannya

Dalam melakukan tindakan mengenai pengurusan dan pengelolaan Perseroan serta
mengikat Perseroan dengan pihak lain, maka kewenangan Direksi sebagaimana diuraikan
di atas diatur dengan pembatasan sebagai berikut :

1.

Wewenang Direksi tanpa persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

Direksi dapat memutuskan kegiatan-kegiatan dengan nilai transaksi sebesar
maksimal 15% (lima belas persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan pada tahun
buku terakhir yang telah diaudit tanpa persetujuan dari Dewan Komisaris®.

Pelaksanaan wewenang Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari
Dewan Komisaris. Perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis
dari Dewan Komisaris untuk :

a. Memutuskan kegiatan-kegiatan dengan nilai transaksi di atas 15% (lima belas
persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) dari ekuitas Perseroan
berdasarkan tahun buku terakhir yang telah diaudit.

b. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek (sampai dengan
1 (satu) tahun);

c. Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama
dengan badan usaha/pihak lain dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;

d. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang (lebih dari 1
(satu) tahun), kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang diberikan kepada anak
perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan Perseroan
dilaporkan kepada Dewan Komisaris;

e. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;

f. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku
dalam industri pada umumnyasampai dengan 5 (lima) tahun;

g. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, tidak termasuk
pengangkatan pejabatnya.

Pelaksanaan Wewenang Direksi yang Dapat Dilakukan Setelah Mendapat Tanggapan
Tertulis dari Dewan Komisaris dan Persetujuan RUPS.

5 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2
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Pelaksanaan wewenang Direksi yang dapat dilakukan setelah mendapat tanggapan
tertulis dari Dewan Komisaris dan Persetujuan RUPS adalah sebagai berikut:

a.

Melakukan kegiatan-kegiatan dengan nilai transaksi di atas 40% (empat puluh
persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan tahun buku terakhir yang sudah
diaudit’.

Mengangunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang
(lebih dari 1 (satu) tahun;

Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain, termasuk penambahan modal
pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;

Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;

Melepaskan penyertaan baik sebagian maupun keseluruhan modal pada anak
perusahaan dan/atau perusahaan patungan;

Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan
pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;

Mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dan jaminan lainnya
(corporate guarantee dan sejenisnya), kecuali untuk penerbitan Stand by Letter of
Credit/LC yang timbul karena transaksi bisnis tetap mengacu pada ketentuan Pasal
11 ayat 8 huruf b Anggaran Dasar;

Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama
dengan badan usaha/pihak lain yang melebihi nilai atau jangka waktu tertentu
yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada
pasal 11 ayat 8 huruf b Anggaran Dasar;

Tidak lagi menagih piutang macet yang telah dihapus bukukan;

Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap perseroan kecuali aktiva tetap
bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada
umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;

Menetapkan blue print organisasi Perseroan;
Menetapkan dan mengubah logo perseroan;

Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 8
Anggaran Dasar yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP) termasuk melakukan perubahan RKAP, kecuali untuk
perubahan pos anggaran maupun peruntukannya wajib mendapatkan persetujuan
Dewan Komisaris;

Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan
langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang berdampak bagi
Perseroan;

Pembebanan biaya Perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan
yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun
tidak langsung dengan Perseroan;

Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan
Komisaris pada perusahaan patungan dan atau anak perusahaan yang memberikan

" Anggaran Dasar Pasal 11 ayat 8 dan Keputusan RUPS Sirkuler 31 Desember 2010
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kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan
Rapat Umum Pemegang Saham;

Prosedur pelaksanaan tindakan Direksi yang terlebih dahulu harus mendapat
persetujuan tertulis/rekomendasi Dewan Komisaris atau Persetujuan RUPS diatur
sebagai berikut:

1) Persetujuan tertulis / Rekomendasi Dewan Komisaris atas rencana Direksi untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Anggaran
Dasar tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi, diberikan setelah Direksi
menyampaikan permohonan pemberian persetujuan tertulis / rekomendasi atas
usulan kegiatan kepada Dewan Komisaris yang disertai dokumen dan penjelasan
secara lengkap.

2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan persetujuan Direksi
diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan atau
meminta penjelasan kepada Direksi atas rencana yang diajukan Direksi.

3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau
penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak
memberikan keputusan, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan
Direksi.

4) Direksi menindaklanjuti rencana/program yang diajukan untuk proses lebih lanjut
sesuai peraturan perundang-undangan.

F. Persyaratan Direksi

Terdapat 2 (dua) macam persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon Anggota Direksi.
Persyaratan tersebut adalah Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus.

1. Persyaratan Umum

Persyaratan umum merupakan persyaratan dasar yang ditetapkan oleh peraturan
perundang- undangan yang berlaku, meliputi:

a.
b.

C.

Orang perseorangan;
Memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik;
Mampu melaksanakan perbuatan hukum;

Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum
pencalonan;

Tidak pernah menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu
5 (lima) tahun sebelum pencalonan;

Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum dan pidana yang
merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan untuk
calon Direksi;
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g. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang

selama menjabat:
1) Tidak menyelenggarakan RUPSTahunan;

2) Tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggotaDireksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau
pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban
menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa
Keuangan.

h. Tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik

k.

L.

menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau
ipar) dengan Anggota Direksi lain dan/atau Anggota Dewan Komisaris;

Tidak boleh merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
secara langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan dan atau yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Memiliki integritas dan moral, bahwasanya yang bersangkutan tidak pernah terlibat:

1) Perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang dalam pengurusan di tempat
yang bersangkutan sebelumnya bekerja sebelum pencalonan;

2) Cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah
disepakati di tempat yang bersangkutan sebelumnya bekerja sebelum pencalonan;

3) Perbuatan yang dapat dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada
pribadi calon anggota Direksi, pegawai di tempat yang bersangkutan sebelumnya
bekerja sebelum pencalonan;

4) perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang
berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan yang sehat.

Berwatak baik dan mempunyai kemampuan untuk mengembangkan usaha guna
kemajuan Perseroan;

Memiliki kompetensi, yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang
menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban Direksi;

m. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

n. Bukan pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif.

. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus merupakan persyaratan yan disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat
bisnis Perusahaan yang bergerak di jasa energi. Disamping Anggota Direksi harus
memiliki kompetensi teknis/keahlian terkait hal tersebut, yang bersangkutan juga harus:

a.

Memiliki pengalaman menangani korporasi sebagai senior management dan dapat
memberikan rekomendasi dan solusi yang diperlukan;

Memahami ketentuan-ketentuan terkait dengan perusahaan terbuka dan pasar
modal;

Berani dan cepat (less bureaucracy) di dalam pengambilan keputusan;
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d. Mempunyai rekam jejak yang bersih dari aspek integritas;
e. Memiliki leadership, sense of enterpreneurship dan pengalaman;
f. Networking yang memadai dan interpersonal skill.

Persyaratan khusus merupakan salah satu substansi dari sistem dan prosedur nominasi
serta seleksi dikembangkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi (atau Komite lain
yang ditunjuk Dewan Komisaris untuk melakukan tugas ini) untuk diajukan kepada
RUPS agar disahkan.

Anggota Direksi wajib membuat surat pernyataan terkait pemenuhan persyaratan
tersebut dan disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan didokumentasikan.

G. Keanggotaan Direksi

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sekurangnya 2 (dua)
anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

2. Kedudukan masing-masing anggota Direksi, termasuk Direktur Utama adalah setara.
Tugas Direktur Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan
Direksi.

H. Rangkap Jabatan

Anggota Direksi dapat memangku jabatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran
Dasar Perseroan®.

I. Masa Jabatan

1. Para Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, dengan masa jabatan masing-masing Direksi
terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS
Tahunan yang ke-4 (empat) setelah tanggal pengangkatannya. Anggota Direksi dapat
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pengaturan masa jabatan ini tidak
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa
jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya

2. Masa jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:
a. Masa jabatannya berakhir.
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan.
c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
d. Meninggal dunia.

3. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang Anggota Direksi yang
diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan. Masa jabatan seseorang
yang diangkat untuk menggantikan Anggota Direksi yang diberhentikan atau untuk
mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan Anggota Direksi yang diberhentikan
atau yang lowong.

8 Anggaran Dasar Pasal 10 ayat 33
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J.

Rencana Penggantian atau Perubahan Direksi
Apabila terdapat Rencana Pergantian atau perubahan Direksi, direkomendasikan agar :

1. Pemegang Saham pengendali menginformasikan atau mendiskusikannya terlebih dahulu

dengan Direktur Utama, apabila perubahan menyangkut anggota Direksi lainnya.

. Pemegang Saham pengendali atau bersama dengan Direktur Utama memanggil Direksi

dan menyampaikannya secara langsung dan baik mengenai rencana pergantian tersebut.
Begitu pula apabila Pemegang Saham berencana untuk mengangkat kembali.

. Calon pejabat pengganti yang akan ditunjuk oleh Pemegang Saham pengendali dapat

bergabung terlebih dahulu sebagai advisor di Perseroan. Hal ini merupakan salah satu
mekanisme agar transisi kepemimpinan dapat berjalan dengan baik dan lancar,
disamping calon pejabat pengganti tersebut dapat memahami bisnis dan strategic issue
Perseroan serta bersosialisasi dengan karyawan, client, business partner, kreditor
maupun regulator terkait.

K. Pemberhentian Anggota Direksi

1. RUPS dapat memberhentikan Anggota Direksi sewaktu- waktu sebelum masa

jabatannya berakhir apabila berdasarkan kenyataan, Anggota Direksi:

a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak
manajemen;

b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana ditetapkan dalam
Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS;

c. Tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
dan /atau Anggaran Dasar Perseroan;

d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara;

e. Dinyatakan bersalah sehubungan dengan huruf a, b, ¢, dan d berdasarkan putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

f. Mengundurkan diri;

g. Diberhentikan berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat demi kepentingan dan
tujuan Perseroan.

. Keputusan Pemberhentian dimana dimaksud pada huruf a, b, ¢, dan d di atas diambil

setelah Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;

. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu Anggota Direksi diberitahukan kepada Anggota

Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham;

. Pemberhentian sebagaimana dimaksud di atas berlaku sejak penutupan RUPS tersebut,

kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.

. Direktur ~ Anggota Direksi yang diberhentikan tersebut tetap diminta

pertanggungjawabannya terhitung dari awal tahun buku sampai dengan tanggal efektif
pemberhentiannya dirinya, sepanjang tindakan Direktur tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan tahun buku yang bersangkutan.
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L. Pemberhentian Sementara Waktu Anggota Direksi oleh Dewan Komisaris

Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat alasan yang
mendesak/kepentingan Perseroan yang tidak dapat ditunda, dengan ketentuan:

1.

Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi
dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris.

. Pemberhentian sementara harus diberitahukan secara tertulis kepada yang

bersangkutan disertai dengan alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan
tembusan kepada Pemegang Saham dan Direksi.

. Pemberitahuan pemberhentian sementara secara tertulis tersebut disampaikan dalam

waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara
tersebut.

. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan

pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan
sejak yang bersangkutan menerima surat keputusan tertulis dari Dewan Komisaris sesuai
tanggal bukti surat tercatat/bukti transaksi/bukti elektronik lainnya yang dapat
dipertanggungjawabkan.

. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian

sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS oleh Dewan Komisaris yang akan
memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara
tersebut.

Dalam RUPS tersebut, Anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk
membela diri.

RUPS oleh Dewan Komisaris dalam hal memutuskan pencabutan atau penguatan
keputusan pemberhentian sementara tersebut dipimpin oleh salah seorang Pemegang
Saham yang dipilih oleh dan dari antara Pemegang Saham yang hadir.

. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS tidak diselenggarakan atau

tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi
batal.

Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan
alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara menjadi batal.

10. Keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara

anggota Direksi, dapat pula dilakukan oleh Pemegang Saham di luar RUPS dengan syarat
semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan
menandatangani keputusan yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketentuan
waktu.

11. Dalam hal keiutusan untuk mencabut atau meniuatkan keiutusan pemberhentian
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